
KEDUDUKAN,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI HALMAHtrRA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat dan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka
perlu dijaharkn Ked.udukarq Susunan Organisasi T\rgas dau
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Halrnahera Barat;
bahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a adalah sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaarl Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 Tahun 2A21 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri dalam Negeri Nomor :

80O/8597/OTDA perihal Persetr4'uan Penyetaraan Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku
Utara, maka perlu dilakukan penyetaraan jabatan dari jabatan
administrasi ke jabatan fungsional;
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dal huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
dan Pungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentalg Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Tahun L957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan lfubupaten Maluku
?enggaran Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2OO0;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Helmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten SuIa, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepul,auan di Propinsi Maluku
Utara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201L Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52&al;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
Ll+, Tambahan Lembaran Negara Replrbtrik Irrdonesia Namor
5SS7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aA2l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri PendayagUnaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2A2l tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Datram Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri PendayagUnaan Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2L tentang Perqrederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2L Nomor 5a6);

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8597/OmA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara;

11. Peraturan Daerah kabupaten Halrnatrera Barat Nomor 6 Tatrun
2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kahupaten llatnahera Barat

12. Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAN BUPATI TENfANG KEDUDUKAN, SUSLINAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KTTETTTXIAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga:r :

1. Daerah adal,ah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halrnahera Barat;
3" Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
+. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halrnattera Barat;
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala Badan ad"alah Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Halmahera

Barat;
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak seca.ra tegas tercaltum dalam bagan

struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan
kebututran;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang
kedudukannya menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam
suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dana
tau keteran*pilan tertentu;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disiagkat UPTD adalah un$ur
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
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BAB IT
I{TDUDUKAIT DAII SUSUITAI{ ORGAITISASI

Baglan Kesatu
Kedudu***

Pasal 2
tU Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

l2l Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan dibawatr dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daeratr.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
{U Susunan Organisasi Badan Kepgawaian dan Diklat terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat membawahi:

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2). Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
d. Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
e. Bidang Kepangkatan dan Mutasi;
f. Bidang Diklat dan Peningkatan SDM;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis;

(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tercantum dal,am
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisa-hkan dengan Peraturan Bupati
ini.

BAB III
TUGAS POKOK, E.UIIGST DAII URATAT{ TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pssal 4
(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati

dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Kepegawaian dan
Diklat.

(2) Da1am melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebljakan daerah dibidang
Kepegawaian Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pehksanaan tugas Badan;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
e. Pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Badan mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup tsadan Kepegawaian
dan Diklat.

b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Strategi Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup tugasnya daLam bentuk
rencana keq'a.

c. Mengkoordinasikan pelaksa:raan tugas dengan instansi terkait, stakeholder,
swasta dan masyarakat serta tingkat propinsi maupun pusat guna
terwujudnya dokumen Kepegawaian dan Diklat yang berkualitas.

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara
beq'enjang guna kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Membina perryelengg&ra&rl tugas di lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat
sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

f. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada pejabat dibawahnya secara
berjenjang agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

g. Mengevaluasi dan menilai peliaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara
bedenjang sebagai bahan pembinaan karier dan pengukuran kineq'a.
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h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan lrenentuan kebifakan.

j. Mel,aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagtan Kedua
Sekretariat

Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah da:r

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok perumusalt
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan
peLaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan
d*n aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, doku*lentasi, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan
admirristrasi di lingkungan badan serta pengkoordinasian program dan kegiatan
pada masing-masing bidang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana progr€rm dan anggaran;
b. perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan

Kepegawaian dan DikLat;
c. penyelenggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Badan

Kepegawaian dan Diklat;
d. pengenflalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagtan Umum dan

Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat;
e. pengkoordinasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Bidang-

Bidang lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {3), Sekretaris

mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa

administrasi dan ketatausahaan dan umum Badan Kepegawaian dan Diklat.
b- Merumuskan prograru urusan umurn dan perlengkapa.n, kepegawaian,

keuangan serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
c. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala Bidang lain di lingkup badan guna

kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Membina penyusunan teknis operasional kerja dilingkup sekretariat

berdasarkan program yang ditetapkan.
e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas

guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan.
f. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bgaian berdasarkan tugas dan fungsi guna

kel,ancaran pelaksanaan tugas.
g. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bgaian berdasarkan keda agar terhindar

d"ari kesalahan.
h. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepal,a Sub Bagian dilingkup

sekretariat sebagai bahan pembina karir.
i. Melaporkan pel,aksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pengambilan keb{iakan.
k. Melaksanakan tugas train yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan KePegawaian
Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagtan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,

x
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kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan
rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan
pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

{2} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, umum,

kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaall urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan
administrasi kepegawaian;

c. petraksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dal pelaporan capaian kinerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian; dan

e. pelaksan&at] fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Sub
Bagian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup

Badan Suna kelancaran peliaksanaan tugas.
d. Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan

alat kantor serta menaympaikan usul penghapusan barang.
e. Mengur,us persediaan fasilites ratrrat dinas dan upecara kantor serta

penyusunan risalah raPat.
f. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib

administrasi.
g. Melaksanakan urusan rumah tangga badan yang menyangkut dengan

ketertiba-n, kenyamanan, keamanan, penerimaan tamu, penggunaan alat
komunikasi, air dan listrik di lingkup badan.

h. Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sub Bagaian Umum dan
Kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Mengatur daa memberi petunjuk kepada staf dilingkup Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan.

j, Mengola administrasi kearsipan kepgawaian yang meliputi bezeting pegawai,
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, Daftar Urut Kepangkatan {DUK},
usulan kenaikan pangkat, dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala, secara
periodik bagi PNS Dinas.

k. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka dibidang kepegawaian untuk
membantu meningkatkan wawasall dan pengetahuan staf.

1. Memeriksa, meagoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf dilingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.

m. Menilai daL mengevaluasi kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karir.

n. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundalg-undangan,
kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
dilingkup Sub Bgaian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan ke{a.

o. Mengindentlfikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah.

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban.

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik
tertulis guna kel,ancaran pelaksanaan tugas.

lisan maupun

lisan maupun

Sub Bagian Keuargan
Pasal 7

tl) Kepala Sub Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagtan yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris Badan yang mempuntai tugas
pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan
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(2) Da1am menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi Pengelolaan Administrasi
Keuangan;

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat {2}, Kepala Sub
Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program

sebagai pedoman keda.
c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lain

di lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Membagr tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan guna

e{isiensi dan efektifitas keq'a.
e. Mengatur dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bagian

Keuangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.
f. klemeriks&, me$goreksi dan mengontrol palaksanaen tugas bawahan untuk

memperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
g. Mengkoordinir pengelolaan penatausahaan keuangan yang meliputi penyiapan

Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ), Penyiapan Surat Perintah Membayar
t SPM ), verikasi, pembukuan, registrasi SPP dan SPM.

h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan
kepada pimpinan.

i. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan
pembinaan karier dan pengukuran kinerja.

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban.

k. Memberikarl saran dan prtimbangan kepada Sekretaris baik lisan mauptln
tertulis sebagai bahan penentuan kebljakan.

l. Metraksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris baik lisan maupult
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bqgian Ketiga
KEPALA BIDAffG ffTORIIIASI DAIT DATA XEPEGAWAIAtr

Pasal 8

{U Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan Bidang Informasi dan Data
Kepegawaian.

{2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Kepala
Bidang mempunya fungsi Perumusan dan pengelolaan di Bidang Infprmasi dan
Data Kepegawaian.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepaLa Bidang mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Informasi dan Data

Kepegawaian.
b. Merumuskan progftrm di Bidang Informasi dan Data Kepegawaian sebagai

pedoman kerja.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dal Kepala Bidang

lain di lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkup Bidang Informasi dan

Data Kepegawaian guna efisiensi dan efektifitas kerja.
e. Mengaralkan dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang di lingkup

Bidang Informasi dan Data Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik.

f. Mengevaluasi dan menilai proses pellyusunarl Data Kepgawaian sesuai
prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempufilaan tercapainya sasaran.

g. Mengclah dan menyajikan inform.asi dan dokumentasi data sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku seuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan
yang akan ditindaklanjuti.

h. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan
pejabat yang hrwenang darr terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran
yang diharapkan.

i" Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang
iNformasi dan Data Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karir.
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j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan prosedur
yang berlal<u sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
KSPAI"A BIDAIIG KORPRI DAfi PSilGEMBASGAIIT PBGAtrIAI

Pasal 9
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Badan dalam
mengkoord inasikan perumusan keblj akan Bidang KORPRI dan Pengembangan
Pegawai.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang mempunyai fungsi Perumusan, program, pembinaan dan
pengelolaan Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2),, Kepa}a
Bidang mempunyai uraian tugas:

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang KORPRI dan
PengembaftgEln Pegawai.

b. Merumuskan progrtlm di Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
sebagai pedoman ketja.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang
lain di lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Membagi tugas kepada staf di linekup Bidang KORPRI dan Pengembangan
Pegawai guna efisiensi dan efekti{itas kerja.

e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Bidang KORPRI
dan Pengembangan Pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

f. Mengkoordinir program kegiatan di bidang formasi, pengadaan dan disiplin
pegawai.

g. Mel*kukan pellga$rasan dalam penyusurlan formasi pgawai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Melakukan koordinasi proses pengadaan CPNS.
i. Mengkoordinir penyusunan data dan kebutuhan pegawai berdasarkal hasil

analisa Anjab dan ABK.
j. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.

k" Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang menyangkut
kesejahteraal pegawai.

1. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban administrasi keuangan
bidang.

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang KORPRI dan
Pengembangan Pegawai sebagai bahan pembinaan karier.

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebljakan.

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
KTPALA BIDANG KTPANGKATAIV DAN MUTASI

Pasal 1O
Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Badan dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan Bidang Kepangkatan dan Mutasi
Pegawai.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a3'at {1},
Kepala Bidnng mempunyai fungsi Perumusan program Bidang Kepangkatan
dan Mutasi Pegarnai.
Dalam menvelenggarakan fungsi sebagairnana dimaksud pada a.vat {2} Kepala
Bidang mempunyai uraiau tugas :

(1)

{2\

{3}

(1)

(2)

(3)
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a. Memimpin dan mengendalikan seIuruh kegiatan di Bidang Kepangkatan
dan Mutasi Pegawai.

b. Merumuskan program kerja di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai

sebagai pedoman kerja.

c. Mengkoordinasikan pelalsanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang lain di lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Membagi tugas kepada staf di lingkup Bidang Kepangkatan dan Mutasi
Pegawai guna efisiensi dan efektffitas kerja.

e. Mengara}kan dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Bidang
Kepangkatan dan Mutasi Pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan
baik.

t. Merumuskan program di bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai yang
meliputi seluruh jenis mutasi, pengangkatan Calon ASN, kenaikan pangkat,
dan pensiun ASN berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai
pedoma-n kerja.

g. Mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban administrasi keuangan
bidang.

h. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Kepangkatan dan Mutasi Pegawai sebagai batran pembinaan karier.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik Iisan maupull
tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan penentuan keb{jakan.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik tisan
maupun tertulis grrna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bqgran Keenam
KTPALA BIDANG DII{LAT DAIT PEITINGITATAN SUMBER DAYA MAITUSIA

HsaI 11
(1) Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Membantu Kepal,a Badan dalam

mengkoordinasikan perumusan kebijakan Bidang Diklat dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM).

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Kepala Bidang mempunyai fungsi Perumusan program Bidang Diklat dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia

{3} Da.lam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Diklat dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Merumuskan program kerja di Bidang Diklat dan Peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai pedoman kerja.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang lain di lingkup badan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Membagi tugas kepada Kepala staf di lingkup Bidang Diklat dan
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDMI guna efisiensi dan
efekffitas kerja.

e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Bidang
Diklat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik.

f. Mengevahrasi pelaksaRaan tugas bawahan di lingkup eidang Dikl,at
dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) . sebagai bahan
pembinaan karier.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebiiakan.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan
maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas. x



(1)

{2}

(3)

(4)
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BAB IlI
JABATAIT FUITGSIOITAL

Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat dapat
ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {21, d"iatur
sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai trreraturan
perundang-undangan.
Peliaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok
jabatan fungsioaal sesuai dengan mmpun jabatan masing-masing.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB V
TATA I(TR.IA

Pasd 14

Kepala Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai
ketentu an peraturan perundang-un dangan.
Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbidang, kepala-
Subbagian, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan
badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki,
koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, serta efel,rtifitas dan efisiensi.

Pasal 15

Kepala ba-dan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbidang, kepala
Subbagian, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan
dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (U
diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perurnusa,n
pelaksanaan kebijakan teknis.
Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbidang, dan
kepala Ssfofoagian dalam lingkungan badan dalam melaksanakan
tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala
dan/atau sesuai kebutuhan.
Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala Subbidang, dan
kepala Subbagian dalam lingkungan badan merrgembangkan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi badan.

(s)

t5)

{1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4i
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BAB vI
I(TTTNTUAT{ PTNUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mal<a Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 42 Tahun ZOLT tentang T[rgas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatarlnya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
PadaTanggal: 25 Jq.nuq(L 2A22

BUPATI HALM RA BARAT,

JAITIES UANG

Diundangkan di Jaiiolo
pada tanggal t5 J.,{nuuirL 2022

SBKRETARIS DAtrRAH KABUPATEN HALMAHtrRA BARAAT

MUHAlU] SYARIL ABDUL RAJAT(

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Satinan sesrrai dengan aslinga
KEPAI,A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASONA. LALOMO. SH,LL.M
Pembirla IVla
Nip. 19730128 200604 1 O09

TAHUN 2A22 NOMOR....IA

N
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